SALINAN

BUPATI KAPUAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

ey
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10.

11.

12.

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45795);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51595);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6275);
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22,

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kapuas Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kapuas Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

dan
BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan memuat:
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Laporan Realisasi Anggaran,;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan
Perubahan SAL);

Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan penjelasan
sesuai urut penyajian pada Laporan Keuangan;

op

R e o

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan..........ceoeveniennens Rp. 1.693.319.412.956,69
b. Belanja.......ccoccvvieriiennieninnnin Rp. 1.733.875.763.988,55
Surplus/(Defisit) ........... Rp. (40.556.351.031,86)
c. Pembiayaan :
- Penerimaan .........ccccceevvnnnnne Rp. 148.019.575.963,82
- Pengeluaran .........ccoecvveinneee RP. 4.258.064.516,13
Pembiayaan Netto........... Rp. 143.761.511.447,69
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. (152.356.162.200,31) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan Rp. 1.845.675.575.157,00
setelah perubahan

b. Realisasi Rp. 1.693.319.412.956,69
Selisih lebih /(kurang) Rp. (152.356.162.200,31)

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. (251.241.119.918,45) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja Rp. 1.985.116.883.907,00
setelah perubahan

b. Realisasi Rp. 1,.733.875.763.988,55
Selisih lebih/(kurang) Rp. (251.241.119.918,45)
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(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.
98.884.957.718,14 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/Defisit Rp. (139.441.308.750,00)
setelah perubahan
b. Realisasi Rp. (40.556.351.031,86)
Selisih lebih / (kurang) Rp. 98.884.957.718,14

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. 4.319.267.213,82 dengan rincian sebagai
berikut:

a. Anggaran penerimaan Rp. 143.700.308.750,00
Pembiayaan

b. Realisasi Rp. 148.019.575.963,82
Selisih lebih / (kurang) Rp. 4.319.267.213,82

(5) Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. (935.483,87) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran Rp. 4.259.000.000,00
Pembiayaan Perubahan.

b. Realisasi Rp. 4.258.064.516,13
Selisih lebih / ( kurang) Rp. (935.483,87)

(6) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. 4.320.202.697,69 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pembiayaan Rp 139.441.308.750,00
Netto Setelah Perubahan
b. Realisasi Rp. 143.761.511.447.69
Selisih lebih / ( kurang) Rp 4.320.202.697,69

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp. 3.414.964.012.734,61

b. Jumlah kewajiban Rp. 117.936.423.367,51

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 3.297.027.589.367,10
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per Rp. 148.006.113.963,82
per 1 Januari Tahun 2018

b. Arus kas Bersih dari aktivitas Rp. 385.011.195.661,14

c. Arus kas Bersih dari aktivitas Rp. (428.567.546.693,00)
Investasi /Investasi Non
Keuangan

d. Arus kas Bersih dari aktivitas Rp. (1.244.564.516,13)

Pendanaan/Pembiayaan
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e. Arus kas Bersih dari aktivitas Rp.
Transitoris
f. Saldo Akhir Kas

2.899.962.000,00

Rp. 106.105.160.415,83

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal

1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

yang terdiri dari:

a.

Lampiran I

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Laporan II

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI

Lampiran VII

laporan realisasi anggaran terdiri atas;

ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintah daerah,
organisasi pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;
dan;

rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan
daecrah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan Negara;

laporan perubahan saldo anggaran Lebih;
laporan operasional,;

laporan perubahan ekuitas;

neraca;

laporan arus kas;

catatan atas laporan keuangan;
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h. Lampiran VIII

i. Lampiran IX

j. Lampiran X

k. Lampiran XI

1. Lampiran XII

m. Lampiran XIII

n. Lampiran XIV

o. Lampiran XV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII
r. Lampiran XVIII

s. Lampiran XIX

t. Lampiran XX

Bupati menetapkan

daftar rekapitulasi piutang daerah;

daftar rekapitulasi penyisihan piutang
tidak tertagih;

daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;

daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;

daftar rekapitulasi realisasi penambahan
dan pengurangan aset tetap daerah;

daftar rekapitulasi aset tetap;

daftar rekapitulasi konstruksi dalam
pengerjaan;

daftar rekapitulasi aset lainnya;

daftar dana cadangan daerah;

daftar kewajiban jangka pendek;

daftar kewajiban jangka panjang;

daftar kegiatan - kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali tahun anggaran

berikutnya; dan

ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha
Milik Daerah / Perusahaan Daerah;

Pasal 8

Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut
dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
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Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal, 26 Juli 2019

BUPATI KAPUAS,
ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal, 26 Juli 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,
ttd
ANDRES NUAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KEBUPATEN KAPUAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 09, 60/2019

Telah Mendapat Evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor 188.44/326/2019 Tanggal, 23 Juli 2019 .tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018.
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN ANGGARAN 2018

UMUM

Dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban
daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu
sistem pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan
keuangan negara dan merupakan elemen pokok dan sistem pengelolaan
keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam APBD,
Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun
ditetapkan dengan Perda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
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Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 21

Hal. ..
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LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR :

9 TAHUN 2019

TENTANG PERTANGGUNGIJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2018

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
HOMOR URAIAN
URUT ANGGARAN SETELAH
REALISASI R °
* PERUBAHAN (Rp) (¥
1 PENDAPATAN 1‘84'5.6?5,5?5.157,00 1.693.319.412.956,69 (152.356.162.200,31) 91,75
Er i PENDAPATAN ASLI DAERAH 99.191.001.000,00 107.659.735.982,55 8.468.734.982,55 108,54
1:1.:1 Pendapatan Pajak Daerah 19.303.500.000,00 26.111,246.742,50 6.807.746.742,50 135,27
;1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 5.795.500.000,00 5.423.356.850,00 (372.143.150,00) 93,58
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 6.650.000.000,00 6.976.114.127,00 326.114.127,00 104,50
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 67.442.001.000,00 69.149.018.263,05 1.707.017.263,05 102,53
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.696.400.669.000,00 1.535.696.414.874,14 (160.704.254.125,86) 90,53
0 | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 1.483.292.894.000,00 1.309.754.560.484,00 (173.538.333.516,00) 88,30
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 39.941.637.000,00 35.996.023.136,00 (3.945.613.864,00) 90,12
1.2.%.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 291.867.134.000,00 136.187.992.842,00 (155.679.141.158,00) 46,66
1.2 £33 Dana Alokasi Umum 866.321.730.000,00 866.110.470.215,00 (211.259.785,00) 99,98
1.2.1:4 Dana Alokasi Khusus 285.162.393.000,00 271.460.074.291,00 (13.702.318.709,00) 95,19
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 159.989.775.000,00 160.073.599.000,00 83.824.000,00 100,05
I BN . Dana Penyesuaian 159.989.775.000,00 160.073.599.000,00 83.824.000,00 100,05
1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 53.118.000.000,00 65.868.255.390,14 12.750.255.390,14 124,00
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 53.118.000.000,00 65.868.255.390,14 12.750.255.390,14 124,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 50.083.905.157,00 49.963.262.100,00 (120.643.057,00) 99,76
1:3. Pendapatan Hibah 48.583.905.157,00 48.313.262.100,00 (270.643.057,00) 99,44
1.3.3 Pendapatan Lainnya 1.500.000.000,00 1.650.000.000,00 150.000.000,00 110,00
2 BELANJA 1.985.116.883.907,00 1.733.875.763.988,55 (251.241.119.918,45) 87,34
2.4 BELANJA OPERASI 1.495.448.494.168,00 1.305.338.887.221,55 (190.109.606.946,45) 87,29
27151 Belanja Pegawai 626.116.222.000,00 604.695.675.886,00 (21.420.546.114,00) 96,58
2.1.2 Belanja Barang 521.100.694.168,00 370.486.768.782,75 (150.613.925.385,25) 71,10
2.1.3 Belanja Bunga 3.600.000.000,00 3.013.309.888,80 ] (586.690.111,20) 83,70
2.1.5 Belanja Hibah 64.916.571.000,00 55.617.033.024,00 (9.299.537.976,00) 85,67
Z.1.6 Belanja Bantuan Sosial 12.419.800.000,00 6.730.469.000,00 (5.689.331.000,00) 54.19
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 267.295.207.000,00 264.795.630.640,00 (2.499.576.360,00) 99,06
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' JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR URAIAN
URUT ANGGARAN SETELAH REALISASI (Rp) (o/l:l)
PERUBAHAN
2,2 BELANJA MODAL 475.098.714.000,00 425.567.546.693,00 (49.531.167.307,00) 89,57
Z.2.1 Belanja Tanah 5.140.300.000,00 2.799.382.755,00 (2.340.917.245,00) 54,46
2 20,72 Belanja Peralatan dan Mesin 26.966.704.000,00 23_52&032‘534,[33 (6.338.671.45656,00) 78,85
Z.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung 57.264.403.989,00 48.406.261.369,00 (8.858.142.620,00) 84,53
2.2.14 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 388.479.959.750,00 347.328.538,035,00 (41.151.018,715,00) 89,41
2.2.5] Belanja Aset Tetap Lainnya 3.020.775.000,00 3.025.232.000,00 4.457.000,00 100,15
2.2.8& Belanja Aset Lainnya 461.250.000,00 379.700.000,00 (Bl.SSD.bBG,U'U 82,32
2.3 BELANJA TAK TERDUGA 3.000.000.000,00 £34.330.074,00 (2.365.669.926,00) 21,14
[ T | Belanja Tak Terduga 3.000.C00.000,00 534.330.074,C0 (2.365.669.926,00) 21,14
2.4 TRANSFER 2.335.000.000,00 2.335.000.000,00 0,00 100,00
2.4.1 Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA 2.335.000.000,00 2,335.000.000,00 0,00 100,00
P G § L | Bagi Hasil Pajak 1,.735.000.000,00 1.735.000.000,00 0,00 100,00
2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (135.441.308.750,00) (40.556.351.031,86) 98.884.957.718,14 29,08
3 PEMBIAYAAN
34 PENERIMAAN DAERAH 143.700.308.750,00 148.019.575.963,82 4,319.267.213,82 103,01
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 143,700.308.750,00 148.006.075.963,82 4,305.767.213,82 103,00
3:1:5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00
3.2 PENGELUARAN DAERAH 4.259.000.000,00 4.258.064.516,13 (935.483,87) 99,98
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 100,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 1.259.000.000,00 1.258.064.516,13 (935.483,87) 99,93
PEMBIAYAAN NETTO 139.441.308.750,00 143.761.511.447,69 4,320.202.697,69 103,10
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 103.205.160.415,83 103.205.160.415,83 0,00
LAMPIRAN | PERDA PERTANGGUNGIAWABAN - LAPORAN REALISAST ANGGARAN Halaman 13

prinied By Sinlld




	Batang Tubuh Perda LPP APBD.pdf (p.1-11)
	Lampiran I LPP APBD 2018.pdf (p.12-13)

